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Abstrak
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi

berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Saat ini, pedoman bagi KPPU untuk menetapan besaran

denda administratif diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009,

namun pada praktiknya KPPU tidak melakukan keseluruhan langkah-langkah sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 untuk menetapkan besaran

denda administratif. Skripsi ini akan membandingkan beberapa Putusan KPPU dalam menetapkan besaran

denda administratif pada kasus keterlambatan pelaporan pengambilalihan. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang

dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis, selain itu dapat pula dikatakan sebagai penelitian berfokus

masalah yaitu melihat teori dengan praktiknya. Hasil dari penelitian tersebut adalah KPPU dalam

menetapkan besaran denda administratif tidak mendasarkan pada nilai penjualan, namun didasarkan pada

nilai maksimal denda, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 4 Tahun 2009.

......Law Number 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose sanctions in the form of administrative

fines. KPPU Regulation No 4 of 2009 is a guideline for the KPPU to assess the amount of administrative

fines. In practice, KPPU doesn’t take all the steps as stipulated in the KPPU Regulation Number 4 of 2009

to determine the number of the administrative fines. This research will compare KPPU decisions in

determining the number of administrative fines in cases of late acquisition reporting. This research uses a

juridicial- normative research method, named library research conducted on written legal rules, also this

research used problem focused research, named seeing theory with practice. The result of this research is

KPPU in determining the number of administrative fines is not based on the sales value, but is based on the

maximum value of the fines, it’s not in accordance with the KPPU Regulation Number 4 of 2009.
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